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Pasal 5
(1) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:
a. identitas PKL;
b. lokasi PKL;
C. jenis tempat usaha PKL;
d. bidang usaha PKL; dan
e. modal usaha PKL
(2 Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar
untuk penataan PKL dan pemberdayaan PKL.

Pasal 6
Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas
lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 7
(1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
terdiri atas:
a. lokasi PKLyang bersifat permanen; dan
b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
(2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 8

(1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan
sebagai tempat usaha PKL.

(2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang teijadwal dan
bersifat sementara.

(3 Ketentuan mengenai lokasi dan pembagian waktu berdagang PKL diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9
Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c
terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.
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meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat.

BAB lli
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 17
Wali Kota melakukan Pemberdayaan PKL melalui:
peningkatan kemampuan berusaha,
fasilitasi akses permodalan;
fasilitasi bantuan sarana dan prasarana perdagangan;
penguatan kelembagaan;
fasilitasi peningkatan produksi;
pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
pembinaan dan bimbingan teknis.
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BAB IV
KEMITRAAN

Pasal 18
(1) Wali Kota dalam melakukan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 dapat dilakukan dengan kemitraan bersama dunia usaha
melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
(2 Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain dalam hal:
a. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan
bantuan permodalan;
b. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
c. berperan aktif dalam penataan PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah
dan nyaman.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 19
PKL berhak untuk mendapatkan:
a. pelayanan pendaftaran usaha PKL;
b. perlindungan hukum untuk memanfaatkan lokasi atau melakukan kegiatan
usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
c. informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di
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(2 Pembongkaran/pengosongan dilakukan apabila:
a. kegiatan usaha PKL tidak memiliki TDPKL;
b. TDPKL dicabut;
c. PKL melakukan usahanya di luar waktu yang ditetapkan; dan/atau
d. lokasi usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
(3 Pembongkaran/pengosongan dilakukan oleh:
a. PKL sendiri; atau
b. Satpol PP.

(4 Pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dilakukan apabila PKL tidak membongkar/mengosongkan sendiri lokasi usaha
dengan ketentuan PKL tersebut diberi teguran lisan dan teguran tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari
atau dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari oleh dinas terkait.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Balikpapan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pembinaan
Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Balikpapan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 23 Nowvermber 2021
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MASTJD
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Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan
peralatan atau perlengkapan yang disediakan olen Pemerintah Daerah
untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dinas terkait adalah perangkat Daerah yang
membidangi perdagangan, Satpol PP atau kecamatan.
Pasal 24
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3
Cukup Jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan dinas terkait adalah perangkat Daerah yang
membidangi perdagangan, Satpol PP atau kecamatan.
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 59
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